
BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN  2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA
BUPATI  LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara tertib
dan lancar diperlukan guna mewujudkan pemerintahan
desa yang baik dan bermuara pada pelayanan prima serta
kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemilihan kepala desa yang lebih efektif dan efisien perlu
diatur proses pemilihan kepala desa secara elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor  1  Tahun  2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala
Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

SALINAN
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2092);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1222);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018
Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG
dan

BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 75)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor
119), diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah   yang   berwenang   untuk   mengatur   dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

6. Pemerintah   Desa  adalah   Kepala  Desa  dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

9. Perangkat  Desa  adalah  unsur staf  yang  membantu
Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi
yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur
pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis
dan Unsur Kewilayahan.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
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13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

14. Keputusan Kepala Desa  adalah penetapan oleh Kepala
Desa  yang bersifat konkrit, individual dan final.

15. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat
konkrit, individual dan final.

16. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat.

17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam
rangka mendapatkan dukungan.

18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

19. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh
wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.

20. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan
rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa  yang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

21. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD
untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

22. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah
panitia yang dibentuk Bupati di tingkat Kabupaten dalam
mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

23. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal
Calon adalah warga Negara Republik Indonesia yang
mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.

24. Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih
menjadi Kepala Desa.

25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS
adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT
Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan
dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan
pemilih baru.

26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang
bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.

27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT
adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan
jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

28. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan
informasi.

29. Electronic voting yang selanjutnya disebut e-voting adalah
suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara
dalam suatu pemilihan suara dengan menggunakan
perangkat elektronik.

30. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik
berbentuk kertas maupun elektronik.
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31. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa
yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.

32. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan hak dan wewenang serta kewajiban Kepala
Desa dalam kurun waktu tertentu.

33. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih
dalam pemilihan Kepala Desa.

34. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk
menentukan sikap pemilihannya.

35. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh
Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.

36. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia
Pemilihan baik dari segi administrasi dan/atau seleksi
tambahan sebagaimana ketentuan yang  berlaku.

37. Putusan  Pengadilan  adalah  pernyataan  hakim  yang
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum.

38. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya
atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut
diduga sebagai pelaku tindak pidana.

39. Terdakwa  adalah  seorang  tersangka  yang  dituntut,
diperiksa dan diadili di pengadilan.

40. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

41. Bulan adalah bulan dalam kalender Masehi.
42. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Penetapan Calon yang berhak dipilih paling sedikit 2
(dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan
untuk ditetapkan menjadi Calon yang berhak dipilih
kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan
memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua
puluh) hari.

(3) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan
tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati
mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
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(5) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima)
orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan
berdasarkan kriteria sebagai berikut :
a. pengalaman bekerja di pemerintahan;
b. tingkat pendidikan;
c. usia; dan
d. hasil tes.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 35 diubah dan
ditambahkan 3 (tiga) ayat baru, sehingga Pasal 35 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil.

(2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberi suara
pada surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama
Calon.

(3) Pemberian suara untuk Pemungutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mencoblos
salah satu Calon dalam surat suara yang disediakan
oleh Panitia Pemilihan.

(4) Pemberian suara untuk Pemungutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan sistem
elektronik/e-voting.

(5) Sarana dan prasarana dalam pemungutan suara dengan
sistem elektronik/e-voting disediakan oleh Pemerintah
Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis pemberian
suara dengan sistem elektronik atau e-voting
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 38 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga
Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(1) Surat suara dianggap sah apabila :
a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia

Pemilihan; dan
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi

empat yang memuat satu calon; atau
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi

empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang
telah ditentukan; atau

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam
salah satu kotak segi empat yang memuat nomor,
foto, dan nama calon; atau
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e. tanda  coblos  terdapat  pada  salah  satu  garis  kotak
segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama
calon.

(2) Dalam hal pemungutan suara menggunakan sistem
elektronik/e-voting maka suara pemilih dinyatakan sah
jika pemilih telah mencontreng salah satu gambar, foto,
nomor urut atau nama calon sehingga keluar print out
bukti pilihan sesuai mekanisme sistem elektronik/e-
voting.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 4 September 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
Pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 3
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 150-3/2020

PARAF KOORDINASI

Jabatan Paraf Tanggal

Sekda

Asisten

Plt. Ka. DPMD

Plt. Kabag. Hukum
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
147/PUU-VII/2009 tentang putusan dalam perkara permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
maka mengharuskan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa. Dalam Perda dimaksud terdapat
beberapa Pasal yang harus disesuaikan salah satunya terkait dengan
pemungutan suara menggunakan sistem elektronik/e-voting.

Tujuan dari disusunnya Perda ini adalah untuk memberikan pedoman
dan kepastian hukum dalam proses pemilihan kepala desa. Sasaran
dibentuknya Perda ini adalah agar dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
di Kabupaten Lumajang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga
dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1

Pasal 1
Cukup Jelas

Angka 2
Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Penilaian seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot
nilai sebagai berikut :
a. bobot nilai pengalaman bekerja di pemerintahan paling

tinggi 10, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :
1) 1 sampai 6 tahun = 5
2) 7 sampai 12 tahun = 7
3) 13 tahun keatas = 10
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b. bobot nilai tingkat pendidikan paling tinggi 20, dengan
ketentuan penilaian sebagai berikut :
1) SMP =     5
2) SMA =   10
3) DIPLOMA =   15
4) D IV/ SARJANA =   20

c. bobot nilai usia paling tinggi 15, dengan ketentuan
penilaian sebagai berikut :
1) 25 sampai dengan kurang dari 36 Tahun =    12
2) 36 sampai dengan kurang dari 51 Tahun =    15
3) 51 sampai dengan kurang dari 66 Tahun =    10
4) 66 Tahun keatas = 5

d. bobot nilai hasil tes (uji kompetensi) paling tinggi 55.
Angka 3

Pasal 35
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayat (6)

Cukup Jelas
Angka 4

Pasal 38
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 128


